%

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara
Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu dilakukan pelaporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan

kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan



Mengingat

Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
dalam melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta pemeriksaan terhadap
kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi



Menetapkan

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan
Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016
Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pad Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat baik yang
berbentuk perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit
pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengadaan
barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan
jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.



11.

12.

13.

(1)

(2)

(1)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang
dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam
formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh
Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-
hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil

Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap
penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan
LHKPN dan LHKASN serta tata cara/ mekanisme penyampaian LHKPN dan
LHKASN.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara
Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme serta perbuatan melawan hukum lainnya.

BAB III
LHKPN
Pasal 3

Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan

LHKPN.



(2)

(2)

(2)

(3)

Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), adalah :

Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Eselon II;
d. Kepala Kantor/Satuan/Direktur;
e. Auditor;
f. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
g. Kepala ULP;
h. Kepala/Koordinator LPSE;

=

Pejabat yang mengeluarkan Perijinan;

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

menggunakan formulir LHKPN format Excel yang telah disimpan dalam

media penyimpan data sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini.

Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN dengan

ketentuan :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun;

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 5

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan oleh
Penyelenggara Negara secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas
kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31
Desember;

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan oleh
Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya;

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan
langsung oleh Penyelenggara Negara kepada KPK dan copy bukti



penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola
LHKPN dan LHKASN.

Pasal 6

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disampaikan paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah :

a.
b.

C.

Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
Mutasi atau promosi; dan

pensiun

BAB IV
LHKASN
Pasal 7

Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud

pasal 3 tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.

Pasal 8

LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKPN dan
LHKASN.

LHKASN dituangkan dalam formulir isian.

Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Foto copy LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2
(dua) untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan
LHKASN serta disimpan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.



Pasal 9

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disampaikan paling

lambat :

a.

b.

(1)

3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan

1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN
Pasal 10

Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim
Pengelola LHKPN dan LHKASN.

(2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

(3) Tim pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN
dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat;
Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh
Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat.
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam bentuk :
a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
b. berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan

LHKASN;



c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib
lapor kepada Bupati;

e. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan
mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi
mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai hasil
pemantauan dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12
Bagi Wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya
dan pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang
membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif berupa
peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan tahapan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib melaporkan LHKPN
dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan formulir
LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan penyampaian LHKASN
untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 20 Maret 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZ1Z

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 14
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INBTANSZ] FEMERINTAH

ZIFAT RAHASIA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TANGGAL 20 Maret 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Lesrilzar kes-1 . wnituk pi-nainan

FORMULIR LAPORAN HARTA KEMAYAAN APARATIUR SIPIL NEGARA

TAHLUM 20X%X

DATA PRIBADI
T Mamalengkage T+ o e s e s s s s s
2 ND'T'UI F:TP .............................
2ooJEnERBIAMING L
el Tc'npa:,'Tgl Lzalnir
5. Agama
I Bratus Potawinan e
7. MIP
g Ifangket T e e Wuloi BNl e e+ e
a. Jabatar Mulai tanggal
1w Uk ke
11 Aarnat =
KEmtar e e
_________________________ Hode Fos CT T T 11
- Humah R
________ Mode Pos 1 r
12, Mo, Telepun
I, HARTA KEKATAAN
1.1 HARTA AR SESCIFRAK [ ARMEH DAN BARGLINAR) Rn
1.2, HARTA BERCGERAK (MOCBIL. RSTOR, DLL) Hp.
[N SURAT BERHAARCM Rp.
[N UAMNG TWUMA], DESWDE ] T, TABURNCAR AN FAS LAIMNMTA lip.
l.5. P UTANG (BARANG. UAMG) Ro
SUBR TOTAL HIARTA R -
1.B. HU1aMG -1 1)
TITAL HARTA KFHAY AAN Rp
[l. FERGHAZILAMN
1.1. FPrHGIASI AR DAR CASATAN (PIT TALILRNG Fa
1.2 FEMIZHASILAM DR PROFES! f KFEAHLIAN (FER TAHL M | lia.
1.3. FrE O LA LAR Ll 41 LISA] LA LATRSTTA ('L AL U b Ma
1.4. PRSI IASI AR AR LTRSS it v, Ha
1.5 PEMGHAZIL AR SJARNISTR YARD SFRFRAA R
TOTAL FENOQHAIILAN Rp.
[B)]=(1+2+Frd+ 5} !
.z, FENGELUARAN FFER | AN
ni - FRMakl LRGSR RILITIN . P
II ! ‘:I PENGELUI‘\H;\N LAINNTA r-:l R” ......................................................
TOTAL PFEMGELLARAMN 48} R
PENGHASILAN SERSIH Ro.| -1
{&] - (R}
2

yang melaporkan

MIF

11



. HARTA KEKAYAAN

I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No Jenie Harta Luas Tanah/ Atse Narna Harga Perolehan NJOP Saat Pelaporan
Luas Bangunan (Rp) (Rp)
(1) {2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH -
.2 HARTA BERGERAK
1.2.1. Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Mesin Lainnya)
No Polisi/Merek/Modell Tahun Atas Nama / Nilai Perolehan Nilai Jual Saat Pelaporan
No Jeis Al TrasRorIne! Pembuatan Hubungan Keluarga (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH -
1.2.2. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya
Atas Nama / Omzet per bulan
No Jenis Usaha Hul an Keluargs Jumlah/Satuan (Rp) Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH %

12




1.3.

I.5.

1.2.3. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang-Barang Seni dan Antik, Benda Bergerak Lainnya)

No

Jenis Harta

Atas Nama /
Hubungan Keluarga

Jumiah/Satuan

Harga Perolehan

(Rp)

Nilai Jual Saat Pelaporan
(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

JUMLAH - -
SURAT BERHARGA
Atas Nama / Jumiah Lembar / Nilai Jual Saat Pelaporan
No Jenis Surat Berharga Hubun Kelu % K ilikan Nama Perusahaan (Rp)
(1) (2) (3) (4) . (5) (6)
w“ JUMLAH -
UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA
No Ieiie iKas Atas Nama / Nama Bank/Lembaga Nomor Rekening Saldo Saat Pelaporan
Hubungan Keluarga Penyimpanan (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH -
PIUTANG
Atas Nama / Nama Bank/Lembaga Saldo Saat Pelaporan
No Hubungan Kel Penyi ais Nomor Rekening (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

JUMLAH

13




Il. PENGHASILAN

1.

HUTANG
Atas Nama / Nama Bank/Lembaga Saldo Saat Pelaporan
No Hut n Kelua P i Nomor Rekening (Rp)
(1) {2) (3) {4) (5)
1
2
JUMLAH

PENGHASILAN DARI JABATAN

Gaji Pokok Tunjangan Jabatan

Tunjangan Lain

Potongan-Potongan

Penghasilan Bersih

1) (2)

(3)

(4)

(B)=(1+2+3)(4)

JUMLAH

I.2. PENGHASILAN DARI PROFESI/ KEAHLIAN

1.3.

No Jenis Penghasilan Lembaga Total Penghasilan Bersih
(1) (2) (3) (4)
1
2
JUMLAH =

PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No

Jenis Penghasilan Total Penghasilan Bersih

(1)

(2) (3)

JUMLAH -
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IL4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No

Jenis Penghasilan

Alamat Pemberi Hibah

Total Penghasilan Bersih

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH

PENGHASILAN SUAMI/ISTRI YANG BEKERJA

Nama Suami/istri

Pekerjaan

Total Penghasilan'Bersih

(1)

(2)

(3)

(4)

1. DATA KELUARGA
li.1. DATA ISTRIVSUAMI

n.2.

Nama Istri/Suami

Tempat/Tanggal Lahir

Tempat/Tanggal Nikah

Pekerjaan Alamat Rumah

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

DATA ANAK

No

Nama Anak

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pekerjaan Alamat Rumah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TANGGAL 20 Maret 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Data Pribadi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya

1 Instansi Pemerintah
2 Tahun

3 Data Pribadi

4 Harta Kekayaan

|. HARTA KEKAYAAN
1.

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)

1.2.

1.2.1 Alat Transportasi
Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5)
Kolom (6)

122

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)

. Isilah nama Instansi Saudara

. Diisi Tahun pada saat ASN melaporkan

. No. 1sd. 12 cukup jelas

. Harta kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh ASN yaitu harta pegawai, Isteri/Suami dan Anak
yang masih dalam tanggungan

HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemlllkan Nilai harta
tldak bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

. Nomor Urut

. Jenis harta adalah Tanah dan/atau Bangunan serta lokasi dan tahun perolehan

. cukup jelas

. sebutkan hubungan keluarga

. Hargd'pada saat pembelian/diperoleh

. cukup jelas

HARTA BERGERAK
Adalah harta selain tanah dan bangunan seperti alat transportasi; peternakan, perikanan,
perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya, Harta bergerak lainnya.

: Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, dan mesin dan tidak bermesin lainnya

. Nomor Urut

. Jenis harta bergerak dan tahun perolehan

. cukup jelas

- Nama yang tercantum di dalam bukti kepemilikan (BPKB/STNK) dan sebutkan hubungan
keluarga

. Harga pada saat pembelian/diperoleh

. cukup jelas

. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya
(merupakan nilai harta yang dimiliki dalam usaha di atas)

. Nomor Urut

_ Misal: Peternakan (Sapi), Perikanan (lkan Lele dll), Perkebunan (Kelapa sawit), Usaha lainnya

" (kontrakan rumah/kamar) dll.

. Nama yang tercantum di dalam usaha dimaksud dan sebutkan hubungan keluarga
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Kolom (4) . seperti Ekor, Ton/Kwintal, Kamar dan lain-lain

Kolom (5) . Cukup jelas
Kolom (6) . cukup jelas
12.3 . Harta Bergerak lainnya (Logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik, benda
bergerak lainnya)
Kolom (1) : Nomor Urut
Kolom (2) © Cukup jelas
Kolom (3) . Nama yang tercantum di dalam kwitansi/bukti dan sebutkan hubungan keluarga
Kolom (4) . seperti Gram, Karat, dan lain-fain
Kolom () . Cukup jelas
Kolom (6) . Cukup jelas
3. SURAT BERHARGA :
Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, obligasi, reksa dana, dsb yang dinilai
berdasarkan harga perolehan.
Kolom (1) : Nomor Urut
Kolom (2) . Cukup jelas
Kolom (3) © Nama yang tercantum di dalam surat berharga dan sebutkan hubungan keluarga
Kolom (4) : Rumah, Bank, Deposit Box.
Kolom (5) © cukup jelas
Kolom (6) . cukup jelas
.4, UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA
Dinilai sesuai dengan nilai yang tertera.
Kolom (1) . Nomor Urut
Kolom (2) . cukup jelas
Kolom (3) - Nama yang tercantum di dalam Deposito, Giro, Tabungan, dan Kas lainnya
Kolom (4) . Rumah, Bank, Deposit Box.
Kolom (5) . Cukup jelas
Kolom (6) . cukup jelas
1.5. PIUTANG
dalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
Kolom (1) . Nomor Urut
Kolom (2) . Nama pihak yang berhutang atau yang diberi pinjaman.
Kolom (3) . Nama Lembaga Keuangan (Bank, Koperasi, Lembaga Keuangan Lainnya atau Individu) yang
dijadikan media pemberian piutang (jika ada)
Kolom (4) . Cantumkan No rekening (jika ada).
Kolom (5) © cukup jelas
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6. HUTANG

Adalah pinjaman (baik berupa uang maupun fasilitas kredit asset) yang diterima oleh ASN Pelapor,
maupun Suami/lstri dan Tanggungan Lainnya dari pihak lain, yang pembayarannya menjadi

tanggung jawab ASN Pelapor
Kolom (1) - Nomor Urut
Kolom (2) . Nama Penerima Pinjaman atau Pemilik asset yang dibeli secara angsuran (baik a.n ASN
Pelapor, Suami/lstri dan Tanggungan Lainnya) yang pembayarannya menjadi tanggung jawab
ASN Pelapor
Kolom (3) . Nama Pemberi Pinjaman/angsuran (Bank, Koperasi, Lembaga Keuangan Lainnya atau Individu)
Kolom (4) . Cantumkan No rekening (jika ada).
Kolom (5) . cukup jelas
. PENGHASILAN
I1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan yang diterima secara berkala/rutin
112, PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan diluar butir I1.1. Seperti Honor Narasumber,
Honor Kegiatan/Tim, dsb.
3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di luar jabatan seperti pendapatan dari sewa
rumah/kontrakan, keuntungan jual-beli, dsb.
I1.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA
Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti, warisan, pemberian, dsb
IL5. PENGHASILAN SUAMI/ISTRI YANG BEKERJA
Adalah jumlah gaji dan tunjangan yang diterima suamifistri secara berkala/rutin atas pekerjaan
atau hasil usahanya
I7. PENGELUARAN (PER TAHUN)

11.7.1. PENGELUARAN RUTIN
Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik, air,
transportasi, dan biaya hidup lainnya.

11.7.2. PENGELUARAN LAINNYA
Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi, biaya
pengobatan, dsb.

BUPATI SUMBAWA BARAT,
dto

W. MUSYAFIRIN
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LAMPIRAN IIT PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TANGGAL 20 Maret 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Contoh
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . 0
No KTP (o)
Tempat/Tanggal Lahir : 0
Pangkat/Jabatan '
Alamat : 0
NPWP . 0

Menyatakan bahwa:

1 Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan
kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak
saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai
Aparatur Sipil Negara , dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.

3 Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta
kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang beriaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun
paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. z

" 20xx
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000

NIP

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W. MUSYAFIRIN
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LAMPIRAN IIT PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TANGGAL 20 Maret 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TATA CARA MELAPORKAN LHKPN DENGAN FORMULIR FORMAT EXCEL

Formulir LHKPN dengan format excel dapat diunduh pada website KPK dengan alamat website
www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn atau dapat diminta melalui email yang ditujukan
kepada elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN.

Sebelum melakukan pengisian agar membaca petun;uk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh
pada website KPK dengan alamat .go.idfid/layanan-publik/Ihkpn/petunjukteknis-lhkpn.

‘Lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN format excel yang telah diunduh dimulai dari Sheet | [Ri.r;lékasan"
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai dengan Sheet IV (Hutang).
Apabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memerlukan sheet tambahan, dapat dilakukan copy-sheet
pada sheet yang dibutuhkan dengan catatan tidak merubah nama sheet yang telah ada.
Caracopy sheet:
a. th kanan sheer yang akan drcopy
b. pilih Move or Copy e

_ c. Pilihsheet setelah sheet 'grang akan dicopy Lh
d. Centang Create a copy
e. OK
Setelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, d1|ar|jutkan dengan penglsmn lampiran
yang terdapat pada sheet lampiran 1 (Informasi Penjualan/Pelepasan Harta dan Penerimaan/Pemberian Hibah
dalam Setahun) sampal dengan lampiran 4 [Surat Kuasa).
Setelah melakukan pengisian harta dan !ampuran-lammran. slmpan file (Sove-as} formulir LHKPN tersebut
dengan format [Nama]-[NemorindukKependudukan]-[TahunLapor].xls Contoh: Agus Setiawan-
327512345678912-2017.xls Kemudian file softcopy dalam format excel {.xls} tersebut dikirimkan melalui email
dengan alamat elbkpn@kpk.go.id dengan judul email Pelaporan LHKPN.
Khusus untuk sheet lampiran 4 mengenai Surat Kuasa, selain wajib diisi oleh wajil wa-jib Iapor juga Wajlb dusr oleh
pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan. Sheet lampiran 4 tersebut dapat dicopy sesuai dengan
kebutuhan

a. Sheet | “Rlngkasan Laporan Harta l(el-:aw._raan Penyelenggara Negara e

b. Sheet Lampiran 3 “Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) bermeterai Rp. 6000,-

C. s.l:f,n_e_-E"Lampuran"h “Surat Kuasa {SKB) bermeterai Rp. 6000,-", wapb diisi sesuaﬂ nama dalam KTP dan
ditandatangani masing-masing oleh Penyelenggara Negara, IstrifSuami dan seluruh Anak Dalam

Tanggungan. Untuk keperluan tersebut. lembar Surat Kuasa dapat difotokopi atau diperbanyak sesuai

Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagalmana point 8 diatas serta dokumen pendukung atas
kepemilikan harta pada lembaga keuangan sebagaimana dilaporkan pada sheet V.3 (Surat Berharga) dan sheet
V.4 (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK, dengan alamat:

- Dtrektorat Pendaﬂaran dan Pemenksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korups:
Jalan H.R. Rasuna Said Kav, C1, Kumngan Jakarta 1__2920 )
:\_p_abll.a KPK belum menerima ‘dokumen yang dicetak pada pomt 8 dan dokumen pendukung atas kepemihkan
harta pada lembaga keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan formulir dan dokumen
pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK.

BUPATI SUMBAWA BARAT,
dto

W. MUSYAFIRIN
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TANGGAL 20 Maret 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

JENIS LAPORAN : Laporan Khusus
[© caton Penysicnggera Negare (o1} | [ awalmenjsber | [® aknicmenjabat |
Tanggal Pelaporan E D ) D i D

1.  Gelar/ Nama/ Gelar : { 7]

2. labatan/Unit Kerja H f

3. Sub-Unit Kerja/Lembaga : /!

4. Alamat Kantor

I. RINGKASAMN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA MEGARA

1. HARTATIDAK BERGERMAK [TAMAH DANSATAL BANGLIMNAN} Rp
2. HARTA BERGERAK (ALAT TRAMNSPORTASI DAN MESIN) Rp
3. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp
4. SURAT BERHARGA Rp
5. KAS DAN SETARA KAS Rp
6. HARTA LAINNYA Ap
TOTAL HARTA Rp -
7. HUTANG Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp -

Saya yang bertanda tangan di bawah [ni menyatakan bahwa

&, Leporan Harta Kekayaan Peryslenggara Megara (LHKPN) ini Sayva bust dengan seb Trva dalam el sadar, tanpa tekaran mawpgun paksaan dalam bantuk apapun dan oleh sapapun. Apabils dikemudian hard apat p san (baik
maupun pengurangan) harts kekayaan Saya dan keluarga Saya, maka Saya wajlb malaporkan peribahan tersebut sesual dengan ketentuan hukum yang berlski Dan apabilla dicemudian harl terdapat harta kekayasn Saya dan kelusrgs Says ypang menjadi
EanEgungan Saya tidak Saya laporkan, maka Saya bersedia untuk bertanggunglawab sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b Untul memenuhl asss skuntabilitas dan trandparansi, saya bersedia apablla lembar Ringkasan Laporan Harta Eekaysan Penyelenggars Negara inl ditempatkan datam media pengumaman KPE dan atau Instans! ssbagal informas! awal bagl publik.

e AR AT o

[ AT b

r “Loporan harta kekayaan Inl sesual dengan yang dilaporkan oleh Penysienggara Negars dan tidak dapat 1 dasar oleh Peryal % Hegara atau slapapun Jugs untuk menyatakan bahwa harta vang bersanghoutan tidak terkait tindak pldana®
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| DATA PRIBADI |

a i Gelar) Mama/ Gelar g

2. MNIK %

3. Mo Kartu Keluarga 5

. MNPV P E: Foto

S Alarmat Email Aktif 5

6. Kode area - No Telepon Rumah s

P MNo Handphone Aktif T Insert Fota

8. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan Ty

-y
a. Eselon :

b. Unit Kerja Eselon I/Setara =

c. Lembaga

Keterangan -
=) Apabila ada ==} Pilih salah satu

. DATA KELUARGA

MNANA S HUBUNGAM TEDAELT LRAN, A Gaa AL Lo PEKERJAAMN MO TELEPOM ALAMAT RUNSH
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IV.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TAMNAH DANSATALU BANGUNAM)

Jalan/Ma Jenis Buktl™
Kel/Desa A2/ ([ Nomor Bulkti Rp Rp
Kecamatan Atas Nama!
2 a3 &4 596
Kab/Kota maz Asal-usul Harta OO0 0O OO0 ke
2 3 -
Prou/Megara Pemanfaatan® el S AT tent
1alan/Mo Tanah Jenis Buke®!
Kel/Desa nz2y  |Morar Bukti Rp Rp
Kecamatan Bangunan Aras Mama’ |
i z a3 - 5 &
Kab/Kota naz Asal-wsul Harta™ O OO OO0 0 e
a 2 Ed a
Prow/MNegara Pemanfaatan™ | i e e | [
Jalan Mo Tanah Jenis Bukti®’
Kel/Desa nMzs Momor Bukti R R
Kecamatan Bangumnan laras Mama™
4 2 3 4.5 ®
Kaby/Kota naz Asal-usul Harza™ OO 0O 000 300 e
a 2 = -
Prow/Negara Pemanfaatan™ | e Epy v G o o | -
Sub Total/Total Ro
Keterangan:

© Jonis Buktl Kepamillkan : 1. Sertifikat 2. Lainava
= aras namna: 1. Preyang bersangkutsn 2. Pasanganfansk 3. Lsinms

" Asai-umis] Hartas 1. Hasil Seedird 2. Warksan 3. Hibah dengsn Akts 4. Hibah 1anos AKts S, Hadish &. Lainnys.
i SHpEHh kode 2 3.0 8, wallb 15 lempian 1

* pemanfastan @ 1 Tempae Tingeal 2. Dsewsksn 3. Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Perambangan 4, Lainmya

IWV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAM MESIN)

denis Jenis Bukei
Perek Asai-usul Harta ™ e Rp Rp
Fipe Atas nama
FTahun Pembuatan Pemanfaatan = st
Mo Pol. / Registrasi Ker. Lainnya
Jenis Y Jenis Bulkei ' i}

a 2 = a = L]
Merck Asal-usul Harta EFEIEa ) £33 ket R Rp
Tipe Atas nama™ =
Tahun Pambuatan Permanfascan ¥ oo O O et
HNao Pol. / Registrasi Ket. Lainnya
renis Jenis Bukti ¥

i 2 3 &4 5 &
Merek asal-usul Harea? CREA B et Rp R
Tipe Atas nama®! i

=z a3 &
Tahun Pembuatan Pemanfaatan = el eojeole] S
Mo Pol. f Registrasi Ket. Lalnnya
Sub Total/Total Re

Katarsmgsn:

3 jeris Alat Transportasy/Tiesin ;1. Mobll 2. Motor 3 Kapal LautiPeraho 4 Pesawat Terbang 5. Lainnye

¥ msal-usul HMares: 1. essil Send|
ik Aioilih kode 2 5.0, 5, wallb

2. warisam 3. Hiban dengan AKts 4. Hibah tarma Akts S, Hediah 6. Lty

U Pamarfastaa: 1. Digunaikan Seadic 2. Tidai

' Janis Bukti: 1. BPKE/STHE 2. Lainmys
-

sencse 8
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3. Tizak Al

Aras nerma: 1. PH yang bersangkutan 2. Passogea/fnak 3. Lainoya

smndin] & ticak menghasikan 9. Leinne




V.2.2. HARTA BERGERAK LAINNY A

ASAL-LISUL HART

[EX]

jenis ¥

5 -3 = F i s
Jurlah | e ] O A v

Da
2
k]
2
T

Satuan

Ket. Lainnya

Jenis 1

Oa

et

1 2 a a =
Jurmilah 5 o i R S Rp Ap
Satuan

Ket. Lainnya
=]

Jeris ® || Ket

a 2 3 a 5 (-3
Jumiah | W Y e e Rp Rp
Satuan

Ket. Lainnya

E
ap |

Jenis

Oa
3
k.
T

1 3 a a3 5
Jumiah £ £ B v e
Satuan

Ket. Lainnya

Sub Total / Total Rp

Keterangansz
M senis Harta Bergerak Lainnya: 1. Perabatan Rumah Tangga 2. Barang Blektronik 3. Perhiasan & Logam/Batu kMulla 4.Barang Seni/Antik 5. Persadiaan 6, Harts Bergerak Lalams
 Asal-usul Harta: 1, Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainrys

Jika dipllih kode 2 s d. 6, wallb isi lampiran 1

W.3. SURAT BERHARGA

2

Atas nama

Penerbit/Perusahaan

Kustodian/Sekuritas

Jenis

et
IR 2.2 3 458
PR it 1 i e f e o |
Penerbit/Perusahaan

Kustodian/Sekuritas

Jenis ¥

=

1

L

=

Atas nama |

'S

Penerbit/Perusahaan

Kustodian/Sekuritas

1

| fenis

é 1 2 3 4 S &
A R | i | e f o o i o
Penerbit/Perusahaan

Kustodian/Sekuritas

Sub Total f Total Rp

Ketarsngan :

*jonis Surat Berharga : 1. Efek yang diperdagargkan di Bursa {Listing) 2. & ! n o aan Man-Listing ¥ Aras nama: 1. PN yang bersangkutsn 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya
I psabusul Harte: 1. Hasil Sendicl, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akes, 4. Hibah tanga Ak, S. Hadiah, 6. Lainnya
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WV.5. HARTA LAINMNY A

MILAL PEROCLEHMARN

Keterangan
war
Jenis E £ P 3 a 5 =3 Rp Rp
| 5 9 0 Tl P G e e |
Keterangan
et
Jenis I:I i 2 a - 5 6 Rp Rp
{ e e 8 e ) s e S |
Keterangan
Kt
Jemnis D i 2 E a s & Rp RE
EF Y T E )
Keterangan
Sub Total / Total RE -
Keterargan:

* Jenis Harta Lainmya

1. Plutang, 2. Kerjasama Usaha Yarg Tidak Berbadan Hukem, 3. Hak

4. Dana

&, Sewn iangks Panisng Cibayer Dimuka, 7. Hak Fengelolaan/Fengusashaan Yang Demillki Perorangan, 8. Lainmwys
B acalossul Harta: 1. Hasil Sandirk, 2. Warlsan, 3. Hibah dengan Akta, 4. Hibah tanpa Akta, 5. Hadish, 8. Lainoye

dlla capiih kode 2 s.d. 6, waikt isi lamgican 1

Ket

mM=ma Bank/Lembaga :

Atas nama =

et

Vo4, KAS DAN SETARA KAS

W Tabungan Harl Tus, 5. Unitiink

Aaata Uang :

Huers
Saldo -

Ekuivalen Rp

Ket

Nama Bank/lembaga =

Aras nama 7

Ket

O
O
U
O
O
0

Kurs : 1
et Saldo =
Ekuivalen Rp .

MMata Uane =

ket

Mama Bank/Lermbaga :

Aras nama 2

et hata Wang Endonesia  (TDER)
k! 2 32 a4 = L= L, S R A A =
Ket = I3 3 — 3 —
Mama Bank/LembBaga : P i :! Hurs @ a
Keat Saido :
Ekurvalen Rp v

0w
v
0
N
0
0

MMata Uang

Kurs -
Saldo :

Ekuivalen Rp

Koterangmn :  Hasil usahasSevws

Sub Total f Total

R

Jenis mas den Sears

Usre Tunal . Desoslto 3. Gira 4 Tabuagen S Lai

as
" amaleusul Hacta: 1o Hasi Seadie

2 warisse 3. Hibah derman Akta 4. Hibah taape skce 5. Hadlah S Lainoes

25

Aras nama: 1.

Pt yane Berssmphuten 2. PasangEnanek 5. Laen e



IWV.6. HUTANG

Jenis ¥

Atras Mama M

Ket

Rp

[renis

Atas Mama ¥

Ket

a=nis Rp

aras Mama 7

oy ooy O

Ket

Jenis ™

Atas Mama '

[

Ket

Sub Total / Tatal

Keterangan :

“F Jemis Hutang 1 1. Hutang Kensumod (KPR, Kendarasn, Kartu Kredit, Multigunal 2. Hutang Kemersial/Usaha/Kerporasl 3. Hotang Leinays
H mrss narma: 1. PR yang bersangkotan 2. Pasangsn/Anak 3. Lainmys

W. INFORMASI PEMERINMALAN TUMNMAL
Januari s.d. Desember Tahun

A, PENERIMAAN DARI PEKERLAAN PFenyelenggara Negara (Fn) Pasangan PM
1. |@aii dan tunjangan R Rp Rp
2. |Penghasilan darl profesi/keahlian R Rp Rp
3. |Honorarium R RP R
a. Tantkam, bonus, jasa produksi, THR R Ap Rp
5. |Penerimasn dar pekerjaan lainny= Rp L R
SUB TOTAL Rp - R - R
B. PEMERIMAAMN DARI LISAHA DN KEKAY.AAN
1. |Hasil investasi dalam surat berharza Ri
2. |Hasi usahasSewa Rp
3. |Bunga tabungan/deposito. dan lainmya Re
4  |Penjualan atau pelepasan harta RE
5. [Penerimaan lalmmys LT
SUB TOTAL o
P ENERINWUAAP LAINMNY A
1. [Penerimaan hutang Rp
2. |Penerimaan warisan Rp
2. |Penerimaan hibah/hadiah Rp
a.  |Labnmya Bp
SUB TOTAL Rp %
TOTAL PEMERIMAAM (A + B + C) RE -
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Vi. INFORMASI PENGELUARAN TUMNMAIL
Januari s.d. Desermber Tahun

A, PENGELUARAMN RUTIN

= Biaya rumah tangga (termasuk transportasi, pendidikan,. kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit) Rp
2 Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infaq, sumbangan lain) Rp
3. FPembayaran Pajak (PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Rp
- Pengeluaran rutin lainnya Rp

SUB TOTAL| Rp

B. PENGELUARAMN MNOM-RUTIMN

39 Pembelian/perolehan harta baru

Rp
. Pemeliharaan/modifikasi/rehabilitasi harta Rp
3. Pengeluaran non-rutin lainnya Rp

sSUB TOTAL| Rp

C. PENGELUARAN LAIMNMYAS

p B Biaya pengurusan waris/hibah/hadiah

Rp
2. Pelunasan/angsuran hutamng Rp
= Pengeluaran Lainnya Rp

SUB TOTAL| Rp

TOTAL PENGELUARANMN (A + B + C)| Rp

LAMPIRAN 1 - INFORMASI PENJUALAN/PELEPASAN HARTA DAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HIBAH DALAM SETAHUM

U RALAN

Jenis V! D

Keterangan

Rp Alamat
Jenis D MNama
Keterangan Rip Alamat

Jenis D Mama

Keterangan RD Alaniar

Jenis *' :I Mama

Keterangan Rp Alamat
Jenis I: Mama
Keterangan Rp Alamat

Katerangan:
1) jenis : 1. Penjualan Harta 2. Pelepasan Harta 3. Penerimaan Hibah 4. Pemberian Hibah
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LAMPIRAN 2 - INFORMASI PENERIMAAN FASILITAS/BENEFIT DALAM SETAHUN

KETERAMNGAMN

lenis ™

Ket

Jenis ™

Ket

Jenis **

Ket

Jenis M

BE BE BE B0

Keterangan:
** Janis Fasilitas : 1. Rumah Dinas, 2. Biayas hidup. 3. Jaminan Kesehatan, 4. Mobil Dinas, 5. Opsi pembelian saham/fsurat berharga, 6. Lainnya

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAMN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :mm--————m e

MNama ¥ LR AR e e
Tempat/Tanggal Lahir = : 2 o Tl
Nomor KTP/MNIK
Alamat

(selanjutnya disebut sebagail "Pemberi Kuasa™)..

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsl {"KPK"), beralamat di ). HR Rasuna Said Kav. C-1, lakarta Selatan, 12920, indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa™).

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita
Megara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.----—

Sehubungan dengan ity Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungl lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun

pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan wang dianggap periu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesual dengan peraturan perundang-undangarn
WANME B A e ————————————————-

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Permberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (limma) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung
sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa,

=) Coret yang tidak periu {
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LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini -

Nama (sesuai dengan KTP) e e T RS 3 0
Tempat/Tanggal Lahir SRR e T R ! s
Nomor KTP/MNIK .

Alamat

[selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa®). Tl

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), beralamat di JI. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, indonesia, yang bertindak balk secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri {selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”).

KHUSUS e

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang
berada pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesif instansi pemerintah yang terkait efek;
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenal data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ Instansi pemerintah yang terkait efek;
¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang
berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy)
Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.—------—-----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangan! kecuall apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagal Penyelenggara Negara terhitung
sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulls mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

Meteral
Rp. 6000,

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**} Coret yang tidak perlu [ ¢ Aty
Redaksi surat kuasa ini tidak danat diubah

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W. MUSYAFIRIN
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